BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGHA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR (& TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN NOMENEKLATUR SATUAN PENDIDIEAN TAMAN
KANAK-EANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI, SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DAN "
SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI DI LINGKUNGAN T
KABUPATEN BANGKA SELATAN

DENGAN FAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGEKA SELATAN,

o

Menimbang i a. bahwa untuk lancar dan tertibnyva pelayanan __

masyarakat di bidang pendidikan dan tata kelola
administrasi pendidikan maka dipandang periu
menetapkan ulang nomenklatur sekolah secara
berjenjang dengan uratan tahun pendirian sckolah;

b. bahwa penataan ulang nomenkiatur sekolsh dalam
Peraturann Bupati ini  dikarenakan terjadinyva —-
pemekaran wilayah Kecamatan di Kabupaten Bangka
Selatan ﬁehingg.;t ikut mempengarahi nomor, nama
serta  keberadaan lokasi sekolah pada wilayvah
Kecamnatan vang berbeda;

c. bahwa berdasarlan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huraf b, perlu —
menctapkan Peraturan Bupati Bang'za Selatan tentang
Penetapan Nomenklatur Satuan tendidikan Taman
Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah
Menengah Pertama Nepgen, Sekolah Menengah Atas
Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negenn Dan
Sekolah Luar Biasa Negeri di Lingkungan Kabupaten
Bangka Seclatan;



L &

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten -
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan -
Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan FE
Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4268);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem -
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Repuhli]t;
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 =
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik ot
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, ‘Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Fendidikan (Lembaran Negara —
cepublk Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593},



8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang ;

—

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, =0
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negdra Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

b

Organisasi  Perangkat Daerabé (Lembaran Negara -
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomeor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nemor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4890);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan  dan  Penyelenggaraan  Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesian Nomor 5105) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 5157);

12. Peraturan Dacrah Kabupaten Bangka Selatan Nomor =
13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas
Dacrah (Lembaran, Daerah Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa
kali diubah® terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bangka Selatan Nomor 4 Tahun 2012

(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun
2012 Nomor 4);

—
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MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN TENTANG
PENETAPAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR
NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI,
SEKOLAH MENENGAH A7TAS NEGERI, SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN NEGERI DAN SEKOLAH LUAR

BIASA NEGERI DI LINGKUNGAN KABUPATEN BANGHKA
SELATAN.

BAR1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perenuran Bupati ini, yang dimaksud dengan .

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan,

2. Kepale Dacrah selanjutnya disebut Bupati adalah
Bupat Bangka Selatan.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

4. Nomenklatur adalah Nomor Urut Sekolah secara
sistematis sesuai dengan lokasi pada wilayah
kecamatan.

2. Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah
Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah
Menengah Kejuruan dan Sekolah Dasar Luar Biasa,
selanjutnya disingkat TK, 8D, 8MP, SMA SMK, dan
SLE,

6. Satuan Pendidikan vang dimaksud adalah TEK, 35D,
aMP, SMA, SMEK dan SLB vang berstatus negen dalam
Wilayah Kabupaten Bangka Selatan.

7. Status kelembagaan tetap melekat pada Sekolah sepert
TK Pembina untuk TK Pembina, Satap untuk SD Satu
Atap sebagai ciri khusus lembaga pendidikan tersebut,
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8. Sekolah Luar Biasa Negen terdiri dari jenjang Sekolah
Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama
Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Kejuruan
Luar Biasa (SMKLEB).

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud penyusunan nomenklatur sekolah neger s
Kabupaten Bangka Selatan adalah untuk :

a.

merumuskan penamaan sckolah secara berurutan

berdasarkan tahun pendirian sekolah pada

masing-masing tingkat satuan pendidikan ya.ng-
berstatus negeri mulai dari TK, SD, SMP, SMA,

SMEK dan SLB;

menghindari  ketidakteraturan nomor  dan

penamaan sckolah yvang sama tetapi berada di o~

lokasi / wilayah kecamatan yvang berbeda; >

-
-

meminimalisir dan menghilangkan benturan
kepentingan antar sekolah yang nomor dan
namanya sama, sehingga dapat tercipta suasana
kerja yang kondusif;

memudahkan pengadministrasian, bagl sekolah _::'

Dinas Pendidikan, Pemerintah Daerah dan.’

masyarakat,

(2) Tujuan penyusunan nomenklatur sekolah negeri di
Kabupaten Bangka Selatan adalah untuk ;

a.

univk menyesuaikan kembali nomor dan nama
sthkolah vang sama pada suatu kecamatan yang _:'
berbeda; '
menciptakan keefektifan program pembangunan
pendidikan di Kabupaten Bangka Selatan;
menvelaraskan program pembangunan pendidikan
tinglkat Pusat, Provinsi dan Daerah;

menjadi data dan informasi pendidikan yang =
obvektif dan akurat bagi semua pihalk;

mewujudkan manujemen tata kelola yang baik.



BAB II1
PENETAPAN NOMENELATUR TINGEKAT SATUAN
PENDIDIKAN

Pasal 3

i1) Penetapan Nomenkiatur meliputi ;
a.  penetapan Nomenklatur TK;
b. penetapan Nomenklatur 8D;
c. penetapan Nomenklatur SMP
d. penctapan Nomenklatur SMA;
e, penetapan Nomenklatur SMK;
f. Penctapan Momenklatur SLB,
(2} Penetapan Nomenklatur sebagaimana dimaksud pada
avat (1} tercantumn dalam Lampiran 1, Lampiran II,
Lampiran [Il, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran

V1 Peraturan Bupat ini,

Pusal 4

(1} Penamaan salusn  pendidikan mengikut  nama
kecamatan dimana sckolah tersebut berlokasi:

(2] Apabila suaiu saur tngkat satuan pendidikan
mengalami  penggabungan (marger)] maka secara
otomatis Nomenklatur, Nama Sekolah vang digabung
mengalami penyssuaian; dan

(3] Ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2]
Pasal (4) akan diatur kembali dengan Keputusan
Bupati. '

BAB TV
KETEHNTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pemberlakuan Nomenklatur barue dalam lampiran
Peraturan Bupati ini dikecualikan atau belum diberlakukan
pada proses pendataan administrasi Ujian Nasional
termasuk penulisen jjazah tahun pelajaran 2014 /2015,



Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan peraturan ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
zgal 46 Juni 2015

Diundangkan di Toboali
pada tanggal ¥ Juni 2015

FPit. SEKRETARIS DAERAH
murnm KA mTa\H.

ma:hﬁumm

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 4O



i

SD Negeni 24 Toboali

JI. Trans Rias [l Toboali

SD Negen 25 Toboali

J1. Bijaksana SPC Rias Ill Toboali |

SD Negen 26 Toboali

{

Jl. Dusun Sungai Gusung

S Negen 27 Toboali

| JI. Dusun Limus

'SD Negeri 28 Toboali

Jl. Desa Keposang

'SD Negeri 20 Toboali

JL. Tambang Tujuh

| 5D Negenn 30 Tﬂlﬁma-‘l'i.-_: Jl. Dusun Parit Lima, Desa
San |

) Alrgegas

S0 Neger: 1 Airgegas

J1. Raya Air Gegas

SD Negeri 2 Airgegas

Jl. Desa Bencah

SD Negeri 3 Airgegas

Jl. Desa Pergam

'SD Negeri 4 Airgegas

1 Jl. Desa Tepus

| 8D Negeri 5 Airgegas

J1. Dusun Kelidang

| 3D Negeri 6 Airgegas

Ji. Desa Nangka

SD Negeri 7 Airgegas

Jl. Desa Ranggas

SD Negeri B Airgegas

J1. Desa Air Bara

sD Neget"i O Airgegas

SD Negeri 10 Airgegas

J1. Air Ketimbai

| 8D Negeéri 11 Airgegas |

| J1. Desa Nyelanding
JI Desa Delas

ﬁﬁh‘lcgcn 12 Airgegas

J1. Desa Sidoharjo

I
3D Negeri 13 Airgegas

JI. Dusun Air Palas

SD Negeri 14 Airgegas

Jl. De=sa Batin Tikal

—

_ SD Negeri 15 Airgegas | JL Dusun tungkal, Desa Air Bara |

Payung

SD Negeri 1 Payung

Jl. Terminal payung

SD Negeri 2 Payung

Jl. Olah Raga

': SD Negeri 3 Payung

J1. Desa Nadung

SD Negeri 4 Payung

Jl. Desa Rangpung

| 8D Hcgr.:n 5 Payung

J1, Desa Pangkal Buluh

SD Negeri 6 Payung

JI. Maknum Malik

SD Negen 7 Payung,

J1. Payung Air Bara

SD Negen 8 Payung

JI. Desa Sengir

SD Negeri @ Payung

Jl, Desa Irat

SD Negeri 10 Payung

Jl, Desa Bedengung

SD Negen 11 Payung

JI, Dusun Air Semut

I'SD Negeri 12 Payung

| Jl. Desa Ranggung




PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplak Perkanionan Terpadu Pemennah Katupaten Bangka Selatan Gunung Namak Toboah
Emadl : digchkbaseiiomad com Kode Pos | 13183

SURAT KETERANGAN
Nomor : 420/ &0 /DINDIKBUDAINZ023

Yang bertandatsngan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka
Selatan. dengan i menerangkan bahwa Sekolsh sebageimana tefampir masit akfif
menyelengarakan Penddikan pada jenjang Sekolah Dasar (S0, dibukdikan dengan Momaor
Pokok Sekolah Nasional (MPSN) dan Nomor Statistic Sekolah (NSS) yang diterbitkan oleh
Kemantnan Pendidéan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan telah terdaftar pada aplikas:
onling Data Pokok Pendidikan [DAPDDIK)

Surat Ketersngan ni dibuai sebags data pendukung pada aplikasi Dala Pokok
Pendidikan (DAPODMK) dan pendukung pengapsan usul re-akredias: melakhs SISPENA bag
sekolah yang fidak memiliki Sural Kepulusan Operasional Sekolah Demskian disampaikan
uniful dapat dipergunekan sebagsimans mestiny
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